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ABSTRAK 
 
Tanah adalah sumber utama kesejahteraan dan kehidupan masyarakat, oleh karena itu penggunaan 
lahan dan pemanfaatan lahan secara optimal. Pada Pasal 19 UUPA ayat 1 dijelaskan bahwa “Untuk 
menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik 
Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur degan Peraturan Pemerintah“, Selanjutnya pada 
ayat (2) nya memberikan rincian bahwa pendaftaran tanah yang disebut pada ayat (1) tersebut 
meliputi: 
a. Pemetaan, dan pembukuan tanah 
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut 
c. Pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti   yang kuat 
Jadi jelaslah sebenarnya bahwa tujuan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum dan 
perlindungan hukum terhadap hak atas tanah. Pendaftaran Tanah adalah tugas dan beban pemerintah 
akan tetapi untuk mensukseskannya/keberhasilannya sangat tergantung pada partisipasi aktif / peranan 
masyarakat terutama pemegang hak. Perwujudan penggunaan dan pemanfaatan optimal lahan dapat 
dilakukan melalui penyusunan rencana tata ruang yang mengintegrasikan prinsip-prinsip 
pembangunan berkelanjutan. Harmonisasi dengan rencana penggunaan lahan harus diatur dalam 
perencanaan tata ruang sehingga setiap area tanah dapat memberikan manfaat yang optimal dan 
berkelanjutan dan dibudidayakan secara efisien dan seimbang sambil menghormati hak-hak 
masyarakat, itu akan cepat dipersiapkan dan diatur ketika tersedia penggunaan lahan peta dan 
penggunaan lahan skala besar. Dalam Pasal 40 Peraturan Badan Pertanahan Nasional No. 4 tahun 2006 
yang mengatur tugas dan Potensi Sub Bagian Tematik Tanah di Kantor Pertanahan sedang 
menyiapkan survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik, survei potensi 
tanah, pemeliharaan teknis petugas peralatan dan pembinaan penaksir tanah terkomputerisasi. Bagian 
Pemetaan Tematis menyediakan Peta Tematik, di sisi lain pengukuran dan bagian survei menyediakan 
Peta Pendaftaran Tanah. Peta kedua menggambarkan hasil sejauh ini belum dibagikan di jajaran 
Kantor Pertanahan untuk masing-masing komponen dalam pembuatan dan memiliki sistem koordinat 
peta dan skala yang berbeda, sehingga informasi yang diberikan sebagai hasil data masih sebagian 
dimiliki oleh Kantor Pertanahan tidak dapat memberikan informasi dan hasil maksimal, dan biaya 
pemetaan menjadi sangat besar. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang akurat dan 
peta yang menyeluruh tentang pembagian bidang tanah lengkap dengan penggunaan lahan terutama 
di Kedungkandang, Kota Malang. 
 
Kata Kunci : penggunaan lahan; peta tematik; sistem informasi geografis; pertanahan  
 
1. PENDAHULUAN  
 
Pengendalian persebaran bidang tanah dalam 
perencanaan tata ruang dapat terlaksana jika 
informasi lengkap tentang keadaan persediaan 
tanah dan peruntukan tanah dalam penggunaan 
dan pemanfaatannya tersedia. Untuk memenuhi 
tertib penggunaan tanah, harus terselenggara 
proses penggunaan tanah secara berencana 
sehingga setiap bidang tanah dapat memberikan 
manfaat yang optimal dan lestari serta 
diusahakan secara efisien dan seimbang dengan 
tetap menghormati hak-hak masyarakat. Untuk 
itu diperlukan peta-peta yang akurat dan teliti 
mengenai penggunaan tanah dan kemampuan 
tanah secara lengkap diseluruh wilayah 
Indonesia, sehingga keadaan persediaan tanah, 
peruntukkan tanah maupun perubahan 
penggunaan tanah dapat dipantau dengan cepat.  
 
Disamping itu, penyerasian penggunaan tanah 
dengan rencana tata ruang akan dapat 
dipersiapkan dan diselenggarakan secara cepat 
apabila tersedia peta penggunaan tanah dan 
pemanfaatan tanah skala besar. Dalam Pasal 40 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
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No. 4 tahun 2006 mengatur tentang tugas pokok 
Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah di Kantor 
Pertanahan adalah menyiapkan survei, 
pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan 
pemetaan tematik, survei potensi tanah, 
pemeliharaan peralatan teknis komputerisasi dan 
pembinaan pejabat penilai tanah. Seksi 
Pemetaan Tematik menyediakan Peta Tematik, 
dilain pihak Seksi Pengukuran dan survei 
menyediakan Peta Pendaftaran Tanah. Kedua 
Peta tersebut selama ini belum menggambarkan 
hasil bersama di jajaran Kantor Pertanahan 
karena masing-masing komponen membuat dan 
mempunyai peta dalam sistem koordinat dan 
skala yang berbeda, sehingga informasi yang 
diberikan masih parsial akibatnya data yang 
dimiliki oleh Kantor Pertanahan tidak bisa 
memberikan informasi dan hasil yang maksimal, 
dan biaya pemetaan menjadi sangat besar.  
 
Manfaat dari penggabungan tematik sebaran 
bidang tanah dengan pemanfaatan tanah dalam 
kegiatan rutin pelayanan di kantor pertanahan 
adalah untuk memberikan informasi yang 
lengkap kepada masyarakat, bahan 
pertimbangan teknis panitia A dan panitia B 
dalam rangka pemberian suatu hak, sebagai 
bahan pertimbangan dapat tidaknya pemberian 
izin lokasi di atas suatu bidang tanah 
berdasarkan jenis penggunaan dan penguasaan 
yang ada di atasnya, validasi tanah obyek 
program pembaruan agraria nasional, 
identifikasi Penguasaan Pemilikkan Penggunaan 
dan Pemanfaatan Tanah, memberi gambaran 
tentang kondisi eksisting penguasaan tanah 
sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian 
rekomendasi tanah. 
 
2. METODOLOGI PENELITIAN  
 
2.1 Data Penelitian  
 
Data penelitian yang digunakan dalam tugas 
akhir ini adalah sebagai berikut :  
1. Peta bidang digital Kecamatan 
Kedungkandang, Kota Malang dengan 
format CAD (.dwg) tahun 2018.  
2. Citra satelit Quick Bird Kota Malang tahun 
2015.  
3. Data administrasi kota Malang.  
 
2.2.  Pengumpulan Data Spasial 
 
Pada penelitian ini data yang digunakan antara 
lain : 
1. Peta bidang digital Kota Malang dengan 
format CAD (.dwg) tahun 2017. Peta tersebut 
adalah hasil pengukuran bidang tanah yang 
dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota 
Malang dengan sistem proyeksi TM-3°. 
2. Citra satelit Quick Bird Kota Malang tahun 
2015 yang sudah terkoreksi dari Kantor 
Pertanahan Kota Malang. 
 
2.3.  Pengolahan Data 
 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dari 
berbagai instansi terkait berupa data spasial 
antara lain meliputi Data Bidang Tanah Kota 
Malang, Data Administrasi Kota Malang, Data 
Kawasan Hutan, Citra Quickbird, dan Peta RBI. 
Pada Tahap ini dilakukan overlay Data Bidang 
Tanah Kota Malang, Data Administrasi, Data 
Kawasan Hutan untuk menghasilkan Peta 
Persebaran Bidang Tanah Terdaftar. Dilakukan 
interpretasi dan digitasi bidang tanah belum 
terdaftar pada citra Quickbird. 
 
Untuk mendapatkan data valid penggunaan 
tanah maka dilakukan verifikasi lapangan yang 
kemudian melakukan interpretasi dan digitasi 
berdasarkan titik titik penggunaan tanah yang 
ada sehingga menghasilkan Peta Penggunaan 
Tanah, kemudian dilakukan klasifikasi 
pemanfaatan tanah sesuai dengan NSPK. Setelah 
itu dilakukan overlay antara Peta Persebaran 
Bidang Tanah dengan Peta Pemanfaatan Tanah. 
 
2.4.  Persebaran Bidang Tanah 
 
Berdasarkan NSPK, klasifikasi bidang tanah 
dibagi menjadi tiga, yaitu Bidang Tanah 
Terdaftar, Bidang Tanah Belum Terdaftar, 
Kawasan Hutan. Data untuk bidang tanah 
terdaftar didapat dari instansi yang berwenang 
mendaftarkan bidang-bidang tanah Kota Malang 
yaitu BPN Kota Malang. Sedangkan untuk 
bidang tanah belum terdaftar, peneliti 
melakukan digitasi berdasarkan interpretasi citra 
quickbird. Digitasi dilakukan berdasarkan batas 
bidang tanah terdaftar serta tanah milik negara 
berupa jaringan jalan dan tubuh air 
(sungai/telaga/danau).  
 
2.5.  Tahap Analisis 
 
Pada tahap ini dilakukan analisis persebaran 
bidang tanah berdasarkan pemanfaatan tanah 
yang ada untuk mengidentifikasi gambaran 
umum hubungan pengaruh pemanfaatan tanah 
terhadap persebaran bidang tanah. 
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2.6.  Diagram Alir 
 
Analisis pesebaran bidang tanah berdasarkan  
pemanfaatan tanah dilakukan dengan alur 
penelitian seperti gambar di bawah ini. 
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Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1. Analisis Spasial Bidang Tanah dan 
Pemanfaatan Tanah 
 
Sebagaimana telah diketahui bahwa analisis 
spasial adalah suatu teknik atau proses yang 
melibatkan sejumlah fungsi hitungan dan 
evaluasi logika matematis yang dilakukan 
terhadap data spasial dalam rangka untuk 
mendapatkan ekstrasi, nilai tambah, atau 
informasi baru yang juga beraspek spasial. 
Karena demikian luas lingkupnya, banyak 
bahasan yang dapat dicakup olehnya. 
 
Karakteristik utama dalam penelitian ini adalah 
dalam menganalisis spasial dengan overlay 
persebaran bidang tanah terdaftar maupun yang 
belum terdaftar berdasarkan pemanfaatan tanah. 
Dalam proses ini akan terbentuk penggabungan 
informasi dari dua features (bidang tanah dan 
pemanfaatan tanah) yang akan menghasilkan 
suatu hubungan atau kesimpulan tentang 
bagaimana persebaran bidang tanah berdasarkan 
pemanfaatan tanah. 
 
Pemanfaatan tanah diklasifikasikan berdasarkan 
NSPK, persebaran pemanfaatan di Kecamatan 
Kedungkandang diolah dengan menggunakan 
perangkat pendukung ArcGis 10.1 berdasarkan 
persebaran penggunaan tanah Kota Malang. 
Proses ini menghasilkan peta persebaran 
pemanfaatan tanah di Kecamatan 
Kedungkandang. 
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Gambar 2. Peta Penggunaan Tanah di Kecamatan Kedungkandang 
 
 
 
Gambar 3. Peta Pemanfaatan Tanah di Kecamatan Kedungkandang 
 
 
 
3.2. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 
 
Berdasarkan pengolahan data yang telah 
dilakukan, diketahuilah akumulasi jumlah dan 
luas bidang tanah terdaftar dan bidang tanah 
belum terdaftar pada Kecamatan 
Kedungkandang di setiap desa / kelurahan. 
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Tabel 1. Persebaran Bidang Tanah 
 
 
Berdasarkan pengolahan data yang telah 
dilakukan sebelumnya, diketahuilah gambaran 
persebaran pemanfaatan tanah bedasarkan luas 
tiap jenis klasifikasi pemanfaatan di setiap desa / 
kelurahan yang ada di cakupan wilayah 
Kecamatan Kedungkandang. 
 
Tabel 2. Pemanfaatan Bidang Tanah di Kecamatan 
Kedungkandang 
 
 
 
4. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
4.1. Kesimpulan 
 
Pemanfaatan tanah di Kecamatan 
Kedungkandang sebagian besar dimanfaatkan 
untuk produksi pertanian, baik pemanfaatan 
tanah untuk bidang yang terdaftar atau belum 
terdaftar kurang lebih memiliki persentase total 
sebesar 56,77 %. Sedangkan untuk tanah yang 
belum dimanfaatkan memiliki persentase 
terkecil dibandingkan luasan pemanfaatan lain 
yaitu sebesar 0,20%.  
 
4.2.  Saran 
 
Banyak bidang tanah yang sudah dimanfaatkan 
namun belum memiliki legalitas sebagai bidang 
tanah terdaftar pada instansi terkait, sehingga 
perlu adanya perhatian dari Kantor Pertanahan 
Kota Malang untuk lebih gencar 
mensosialisasikan pembuatan sertifikat tanah 
karena dengan adanya sertifikat tanah dapat 
menjamin kepastian hukum pemilik tanah. 
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